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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (C)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam
dalam Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Izin Poligami” ini
merupakan hasil penelitian dokumentasi yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan
tentang bagaimana deskripsi putusan PA Sidoarjo nomor 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda
Tentang Izin Poligami dan hagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan pasal 4
ayat 2 (c) Undang-undang nomor | tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum
Islam dalam putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Data penelitian dihimpun dari dokumen yang berupa salinan putusan Nomor:
2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. dan wawancara secara langsung dengan hakim yang
mengadili perkara tersebut serta literatur pendukung yang relevan terhadap
permasalahan yang Penulis angkat. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode
analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan perkara izin
poligami nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda. Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam
perkara izin poligami tersebut telah memenuhi persyaratan alternatif dan
persyaratan kumulatif mengajukan izin poligami. Persyaratan alternatif dari perkara
nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf ¢ Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi: “Istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Majelis
Hakim juga menjelaskan persyaratan kumulatif untuk permehenan beristri lebih dari
seorang telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penggunaan pasal 4 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang nomor 1 tahun 1974
sebagai alasan mengajukan izin poligami sebaiknya disertai dengan bukti-bukti yang
akurat. Pengajuan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat melahirkan
keturunan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan jika diperkuat dengan bukti
surat keterangan dari dokter ataupun mendatangkan seorang ahli sebagai saksi. Hal
ini dikarenakan suami dapat juga mengalami kemandulan. Sehingga Majelis Hakim
mendapatkan sebuah keyakinan bahwa yang mengalami kemandulan adalah seorang
istri.

Oleh karena itu, sebaiknya Majelis Hakim yang menangani kasus poligami
hendaknya memperhatikan penuh tentang alasan-alasan dan syarat-syarat Pemohon
mengajukan izin poligami.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia secara individu akan dipengaruhi oleh sesuatu
yang berada di luar dirinya. Karena pada dasarmnya fitrah manusia mengajak
untuk membentuk keluarga. Bahwasanya tidak ada kehidupan yang dihadapi
oleh manusia secara individu. Islam pada dasarnya mendorong manusia untuk
hidup dalam naungan keluarga. Keluarga merupakan tempat fitrah yang
sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia.” Sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra‘d ayat 38:
o Osn) & Ly 2553 Bip3l gl Uas Sl (e ) Gl Sy
(TA) &S gal 5811 o W) 3l o

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum
kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan
tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayal (muLjizat;)
melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).’

Islam mempunyai jalan bagi manusia untuk mencapai kehidupan

berkeluarga, yakni dengan melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan

I Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, penerj. Nur Khozin,
(Jakarta: Amzah, 2010), 23

2 Depag RI, A/-Quran dan Terjemahannys, (Bandung: Diponegoro, 2003), 203
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suatu keniscayaan bagi muslim yang menginginkan keturunan dengan syariat
yang benar. Perkawinan ini menjadi suatu topik pembahasan yang luas bagi
fugaha’, mulai dari definisi sampai hal-hal yang bersifat kasuistik.

Perkawinan atau pemikahan menurut ahli hadis dan ahli figh adalah
hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan
memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, seperti wali, mahar,
dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan kabul >

Sedangkan pengertian perkawinan menurut hukum positif di
Indonesia sebagai berikut :

Pertama, perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974
pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara scorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena
Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sila pertama yang berbunyi :
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan adanya ketegasan
bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai
unsur lahir (jasmani) tetapi juga unsur batin (rohani).

Kedua, pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 2 yang berbunyi : “perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.™

3 Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, |

* H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigen, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikifi, UU No 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004),
43



Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan
ditempatkan sebagai obyek kenikmatan bagi sang laki-laki, sehingga yang
dilihat dari perempuan adalah aspek biologisnya saja. hal ini terlihat jelas
dalam penggunaan kata a/-wali atau istimta’ yang semuanya berkonotasi
seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta
seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian
yang mengakibatkan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dengan
perempuan.’

Nuansa yang berbeda tentang definisi perkawinan ditunjukkan dalam
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat beberapa intisasi sebagai
berikut :

Pertama, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan
jasmani saja, akan tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini
menunjukkan bahwa perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan
jasmani ternyata juga mengandung aspek yang substansial dan berdimensi
jangka panjang. Ikatan lahir (jasmani) lebih berdampak pada masa yang
pendek, sedangkan ikatan batin lebih jauh. Hal tersebut tercantum secara

jelas dalam definisi perkawinan dengan kata-kata “bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

5 Ibid,, 45



Kedus, tujuan perkawinan ditunjukkan secara jelas dalam Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dengan kata bahagia. Perkawinan
dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat
memperoleh kebahagiaan.

Ketiga, dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkesan
perkawinan itu hanya sekali dalam hidup. Hal ini terlihat dalam penggunaan
kata kekal. Sebenamya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tenpa
disadari menegaskan bahwa pintu sebuah perceraian telah tertutup. Wajar
saja jika salah satu prinsip perkawinan adalah mempersulit perceraian. Islam
sendiri membenci adanya perceraian akan tetapi tidak berarti menutupnya.
Tetap terbuka untuk bercerai selama didukung dengan alasan-alasan yang
disyariatkan Islam.’

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang mulia, tujuan
perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama
dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga;
sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan
terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah
kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Jadi aturan

perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat

S Ibid, 45-46
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perhatian, sehingga tujuan melangsungkan per aW’iﬂEﬁ

ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.”

Tujuan perkawinan secara garis besar ada 5, vaitu : 8

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan
tanggung jawab.

c. Memelihara diri dari kerusakan.

d. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup.

¢. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat
yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan yang harus diterima, bahwasanya manusia hidup di
dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-
unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, Dalam
kehidupan di dunia manusia membutuhkan ketenangan, ketentraman dan
kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat akan dapat tercapai dengan
terciptanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam
keluarganya. Ketenangan dan ketentraman keluarga bergantung pada
keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam suatu rumah

tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga

7 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), 23
* Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, 24



dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing anggota
keluarga.’

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dinvatakan sebagai berikut:

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Perkawinan di Indonesia mengenal yang namanya asas monogami.
Asas ini diperkenalkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
lahir dari perjuangan wanita Indonesia dalam rangka emansipasi wanita.
Oleh karena itu, kehadiran asas monogami Undang-Undang Perkawinan No.
1 tahun 1974 diaarahkan dan dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita
Indonesia dari praktek poligami, padahal poligami itu sendiri diperkenankan
oleh agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadiran asas monogami bertolak
belakang dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia, khususnya yang beragama Islam.'®

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut asas
monogami, akan tetapi bersamaan dengan itu memberikan peluang untuk
menghindarinya, karena asas monogami itu tidak bersifat mutlak, yaitu
dengan cara memperketat izin untuk poligami. Seorang yang ingin

melakukan poligami dapat saja memaksa istri untuk memberikan izin kawin

® Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, 30-31

1 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di
Indonesis, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), 3



lagi, karena istrinya sadar seandainya ia tidak mau memberikan izin, maka
dikhawatirkan ia akan diceraikan, sedangkan ia tidak mampu untuk hidup
mandiri.'!

Asas monogami tersebut tertera jelas dalam Undang-undang nomor 1
tahun 1974 pasal 3 ayat | yang berbunyi: “pada asasnya dalam suatu
perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, scorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami’ .

Asas monogami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan
tidaklah bersifat mutlak, maksudnya asas tersebut bersifat pengarahan pada
pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan
mempersempit poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.
Jika aturan tentang poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah
beristri akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan hal ini tentu
nantinya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang
dilahirkan. Kebolehan izin poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun
1974 pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin
kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan

seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin Pengadilan.'?

' vid, 4

12 A. Masjkur Anhari, Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan,
(Surabaya: Diantama, 2006), 15



Jika dilihat dari kompetensi absolutnya peradilan agama mempunyai
wewenang untuk mengadili perkara izin poligami. Kompetensi Peradilan
Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum
Islam.

c. Wakaf dan shadaqah.

2) Dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-
undang mengenai perkawinan yang berlaku.

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
ialah penetuan sigpa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian maszhg—ma.whf ahli
waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.'

Pasal 50
“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain
dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka
khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus
lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum”'*

3 pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
' Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama di perjelas tentang kompetensi Peradilan Agama dalam
bidang perkawinan sebagai berikut :

1) Izin beristri lebih dari seorang

2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus
ada perbedaan pendapat.

3) Dispensasi perkawinan.

4) Pencegahan perkawinan.

5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikabh.

6) Pembatalan perkawinan.

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri,

8) Perceraian karena talak.

9) Gugatan perceraian.

10) Penyelesaian harta bersama.

11) Mengenai penguasaan anak.

12) Ibu memikul biaya pemeliharasn dan pendidikan anak bilamana bapak
yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

13) Penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas
istri atau penetuan suatu kewakjibanbagi bekas istri.

/4) Putusan tentang sah atau tidaknya scorang anak.

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

16) Pencabutan kekuvasaan wall.

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal
kekuasaan wali di cabut.

18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal
tidak ada penunjukan wali oleh orang tuannya.

19) Pembebanan kewsjiban ganti kerugian terhadsp wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah
kekuasaannya.

20) Penetapan asal usul seorang anak.

21)Penctapan dalam hal penolskan pembenaran keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran.

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan
menurut peraturan lainnya. "’

'* Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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Seorang pria yang menginginkan untuk melakukan poligami harus
mengajukan permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama di wilayah
tempat tinggalnya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang perkawinan diatur
tentang syarat-syarat izin poligami, sebagai berikut:

(1)Dalam hal seorang svami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.

(2)Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istrd tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.'®

Tiga alasan tersebut merupakan syarat alternatif untuk dapat
diizinkannya poligami, maka jika ada salah satu dari tiga alasan di atas sudah
terpenuhi, cukuplah dijadikan sebagai syarat alternatif.

Selain syarat alternatif juga harus memenuhi syarat kumulatif'’ yang
terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Perkawinan sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri-istri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup

istri-istri dan anak-anak mereka.

"pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1974
17 syarat kumulatif adalah syarat yang menerangkan secara keseluruhan harus dipenuhi.
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c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri
dan anak-anak mereka.'®

Pada praktek-praktek poligami sering terjadi penyalahgunaan oleh
sebagian kaum pria hanya untuk kepentingan diri dan hawa nafsunya.
Sehingga, menimbulkan hal-hal yang menyedihkan, di mana kaum wanita
menjadi korban. Alasan-alasan dan syarat-syarat poligami akan bermuara
pada istri, di mana keadaan seorang istri ikut menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan poligami.'® Oleh karena itu, bagi seorang laki-laki yang
ingin melakukan poligami harus melalui alasan-alasan dan syarat-syarat yang
harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya izin poligami di Pengadilan
Agama.

Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam sebuah perkara memberikan izin
kepada Pemohon yang ingin melakukan poligami karena Pemohon memiliki
hasrat scksual di atas rata-rata (fupersex). Perkara tersebut terdaftar dalam
register kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor:
2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. Perkara tersebut menarik karena penggunaan dasar
hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan alasan Pemohon mengajukan
izin péligami. Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam yang

18 pasal 5 ayat 1Undang-undang nomor 1 tahun 1974

A Masjkur Anhari, Usalia-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan,
16
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berbunyi: “istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Sementara dalam fakta
hukumnya antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak.

Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian yang lebih jelas di
Pengadilan Agama Sidoarjo dengan judul “Studi Analisis Terhadap
Penggunaan Pasal 4 Ayat 2 (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
Pasal 57 (C) Kompilasi Hukum Islam Dalam  Putusan Nomor:
2307/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Izin Poligami”.

Dengan demikian apakah yang melatarbelakangi dan menjadi dasar
Hakim dalam pemberian izin poligami dan bagaimana jika putusan tersebut
dianalisis secara yuridis. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut

mengenai perkara tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masaiah
Dalam pembatasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah
yaitu:
a) Izin poligami dalam hukum di Indonesia.
b) Syarat-syarat melakukan poligami.
¢) Faktor yang melatarbelakangi poligami.

d) Izin poligami dengan alasan karena suami hipersex.
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¢) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.
2. Batasan Masalah
Batasan masalah merupakan proses agar penentuan masalah lebih
terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu
penulis memfokuskan pada alasan penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-
undang nomor | tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam

putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana deskripsi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor:
2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami ?
2. Bagaimana analisis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan

nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami ?

D. Kajian Pustaka
Masalah poligami sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis
yang lain, misalnya:
1. Skripsi M. Subehan (2007) berjudul analisis hukum Islam terhadap penolakan
izin poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis: putusan

verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Skripsi ini menjelaskan
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tentang kekuatan hukum verstek dalam penolakan izin poligami karena istri
tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis.”’

2. Skripsi Nurul Qomariyah (2011) berjudul studi tentang alat bukti keterangan
ahli dalam putusan perkara izin poligami karena suami Aipersex di
Pengadilan Agama Gresik. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan
keterangan ahli dalam putusan izin poligami.”’

3. Skripsi Titin Aminatus Sholikha (2003) berjudul Poligami Karena Istri Tidak
Mau Ikut Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto) Skripsi ini
menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan
permohonan izin poligami karena istri tidak mau ikut suami, alasan bahwa
suami merasa kurang terpenuhi kebutuhan biologisnya, maka dengan alasan
tersebut suami mengajukan permohonan poligami.?

4. Skripsi Ita Dewi Rahmawati (2007) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap
Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Disebabkan Istri Stres (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Mojokerto). Skripsi ini menjelaskan keputusan Hakim
Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami

karena istri stres yaitu ketidakoptimalan termohon dalam melayani

2 M. Subehan, Analisis Hukum Islam Te erhadap Penolakan Izin Poligami Karens Istri Tidak
Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis: Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,
Skripsi pada jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

2 Nurul Qomariyah, studi tentang alat bukti keterangan ahli dalam putusan perkara izin
poligami karena susmi hipersex di Pengadilan Agama Gresik, Skripsi pada jurusan Ahwal al-
Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

2 Titin Aminatus Sholihah, Poligami Karena Istri Tidak Mau [kut Suami, Skripsi pada jurusan
Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah JAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.
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kebutuhan batin pemohon yang di giyaskan dengan Pasal 4 ayat 2 poin b
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 poin b
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri karena istri mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembunyikan".”

Semua penelitian di atas berkaitan dengan poligami, namun yang
membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih
difokuskan pada alasan permohonan izin poligami karena suami Aipersex dan
penggunaan dasar hukum oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
Permohonan izin poligami karena suami Aipersex itu terjadi di Pengadilan

Agama Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1.  Untuk mengetahui deskripsi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor:
2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin poligami.
2.  Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2

(¢) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi Hukum

B Dewi Rahmawati, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang lzin Poligami
Disebabkan Karena Istri Stress, Skripsi jurusan Ahwal al-Syakhisiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan
Ampel, 2007.
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Islam dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang izin

poligami.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya
sebagai berikut:
1. Dari segi teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dan
kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan bagi
pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang
berkonsentrasi dalam bidang ahwalus Syakhsiyah yang berkaitan dengan
masalah permohonan izin poligami karena suami Aipersex.
2. Dari segi praktis
a. Sebagai bahan penyuluhan untuk pria yang ingin melakukan poligami.
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya
yang berkaitan dengan putusan Hakim dalam perkara izin poligami

karena suami Aipersex.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam

penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:
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1. Analisis yuridis. Yuridis sendiri berasal dari kata juris yang berarti yang
berkaitan dengan hak-hak dan hukum.?* jadi analisis juridis yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah analisis secara mendalam terhadap suatu perkara
dengan menggunakan ketentuan hukum.

2. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.2307/Pdt. G/2010/PA. Sda adalah
putusan yang telah diselesaikan di Pengadilan Agama Sidoarjo Perihal izin
poligami karena suami Ajpersex dan telah ada kepastian hukum.”

3. Izin poligami adalah izin untuk menikah lagi yang salah satu pihak (suami)

mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.26

H. Metode Penclitian
1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:
a. Putusan Hakim tentang izin poligami karena suami Aipersex di
Pengadilan Agama Sidoarjo.
b. Prosedur penyelesaian perkara permohonan izin poligami disebabkan
karena suami Aipersex.
¢. Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9

tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

% IP.M. Ranuhandoko, Tt erminologi Hukum (Inggris-Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika,
2003), 363.

* purwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Apollo, 1997 ), 250
% Musda Muliya, Is/am Menggugat Poligami, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43
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2. Sumber data
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Sumber primer

1) Berkas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.2307/Pdt.
G/2010/PA. Sda tentang izin poligami karena suami hipersex.

2) Keterangaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang
mengadili perkara permohonan izin poligami karena suami
hipersex.

3) Keterangan seorang Panitera Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo
yang mencatat jalannya proses persidangan.

b. Sumber sekunder
Data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan yang relevan (terkait)
dengan masalah yang diteliti di antaranya adalah:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3) Kompilasi Hukum Islam.

4) H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata
Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam
Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004,

5) Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan

Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-
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undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Prestasi Pustaka,
2007.
6) Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan Dalam
Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: LBH-APIK, 2005.
7) Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta:
LKAJ-SP, 1999.
1) Teknik Pengambilan Data:
a. Dokumentasi/studi dokumenter
Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari
berkas perkara yang berkaitan dengan izin poligami karena suami
hipersex.
b. Wawancara
Yaitu pengambilan data yang bersumber dari hasil tanya jawab
secara langsung antara penulis, Hakim dan panitera yang menangani
permohionan izin poligami karena suami Afpersex.
2) Metode Analisis Data
Data baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder di
analisis menggunakan:
a. Deskriptif analisis adalah menggambarkan mengenai izin poligami karena
suami hipersex di Pengadilan Agama Sidoarjo secara mendalam dan

sistematis, sehingga dapat diketahui prosedur acara pemeriksaan dan
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dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin
poligami karena suami Aipersex.”’

b. Dengan pola pikir deduktif adalah memaparkan pengertian poligami dan
syarat-syaratnya secara umum kemudian menganalisis putusan Hakim
Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan permohonan izin

poligami karena suami Aipersex.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan
penulisan dan pemahaman. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini
adalah sebagai berikut :

Bab Pertama: Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Merupakan landasan teoritis yang merupakan tinjaun umum
tentang poligami yang berisi tentang pengertian poligami, Dasar hukum
poligami, syarat-syarat Poligami, Hikmah Poligami, Prosedur Poligami, Alasan-

alasan Poligami, dan pengertian dan ciri-ciri Aipersex.

7 Moh. Nazir, Metodologi Penelitian, ( Bogor: Gralia Indonesia, 2005), 55
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Bab Ketiga: Penyajian hasil penelitian meliputi tentang: gambaran umum
Pengadilan Agama Sidoarjo, Struktur Organiasi Pengadilan Agama Sidoarjo,
Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo, Deskripsi putusan nomor:
2307/Pdt.G/2010/PA. Sda, Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan
nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda.

Bab Keempat: Memuat isi pokok dari permasalahan skripsi yaitu: analisis
terhadap penggunaan pasal 4 ayat 2 (c) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo.
pasal 57 (c) kompilasi hukum Islam Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Bab Kelima: Merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi

kesimpulan dan saran.



BAB I
POLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari b shasa Yunani, yaitu po/us yang berarti banyak,
gamos artinya perkawinan. Dari arti kata di atas, bisa diartikan bahwa
perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam suatu
saat.’

Secara etimologi, poligami berarti beristri banyak. Sedangkan secara
terminologi poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari
satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, dengan dibatasi
paling banyak empat orang istri.>

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang
mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 yang
menjelaskan bahwa beistri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas
hanya sampai empat istri.*

Perkawinan poligami terdapat dua bentuk, yaitu poligini dan

! Istibsyaroh, Poligami Dalam Cita Dan Fakta, (Jakarta: Blantika, 2004), 2
2 Abd. Rahman Ghazali, Figih Munakahat, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 129
? Siti Musdah Mulia, /s/lam Menggugat Poligami, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 43

4 Pasal 55 ayat 1Kompilasi Hukum Islam

22
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poliandri. Poligini berarti seorang suami kawin dengan beberapa orang istri,
sedangkan poliandri adalah seorang istri kawin dengan beberapa orang suami.
Namun, di Indonesia kata poligami mengalami penyempitan makna. Poligami
cenderung diartikan sebagai poligini, yaitu seorang suami yang kawin dengan

beberapa orang istri.’

B. Dasar Hukum Poligami
Sebelum adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah
diperkenalkan di Indonesia dengan asas monogami oleh KUH Perdata (BW)
dalam pasal 27 yang menjelaskan bahwa pada waktu yang sama seorang
suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh
mempunyai seorang suami. Asas monogami yang dianut KUH Perdata (BW)
adalah asas monogami mutlak, sehingga tidak ada kesempatan suami untuk
melakukan poligami. Akan tetapi, setelah adanya Undang-undang No. 1
tahun 1974 asas poligami bersifat terbuka.®
Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 yang berbunyi:
. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang Istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami.

5 Abraham Silo Wilar, Poligini Nabi, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 3

6 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), 54
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2. Pengadilan dapat memberi izin kepada scorang suami untuk beristri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
ber:saagkutan.7
Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Asas yang demikian disebut asas monogami.® Namun dalam keadaan tertentu
masih dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari satu sepanjang syarat-
syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan terpenuhi. Pasal 3 ayat 2
Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan secara jelas bahwa poligami
diperbolehkan diajukan di Pengadilan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan. Sehingga, dengan adanya pasal ini berati asas yang
dianut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah asas monogami terbuka.’
Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak
bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan
memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal

sebagai berikut :

7 Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

® Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Figih
dan Hukum Positif, (Y ogyakarta: Teras, 2011), 307

® Ibid,, 316
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Pertama, permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak
istri didudukkan sebagai Termohon.

Kedua, alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2)
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila
salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat
memberi izin poligami.

Ketiga, persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya
Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua
persyaratan tersebut telah terpenuhi. v

Keempat, harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu

orang, telah diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.'' akan tetapi
pasal tersecbut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu
dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal
tersebut harus dipahami bahwa harta yang diperoleh oieh suami selama

dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama

milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami

19 pirektorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksansan Tugas Dan Administrasi
Peradilan Agama, (Jakarta: Mahakamah Agung, 2010), 160

' pasal 94 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “(). harta bersama dari perkawinan seorang
suami yang mempunyai istri lebih dari seorang,masing- masing terpisah dan berdiri sendiri. (2).
Pemilikan harta bersama dari perkawipan seorang suami yang mempun yai istri lebih dari seorang
sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedus,
ketiga atau keempat’.
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selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu
pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta
tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan
istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua
apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang
diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah,
perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri
kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta
bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keemp::xt.12

Kelima, bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang
mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara
perhitungannya adalah sebagaiberikut: untuk istri pertama setengah dari
harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah
sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri
pertama dan istri kedua, ditambah seperempat dari harta bersama yang
diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama,
ditambah seperlima dari harta bersama yang diperoleh suami bersama

istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

12 pjrektorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Peradilan Agama, 161
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Keenam, harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan
keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh
suami/istri dari hadiah atau warisan.

Ketujuh, pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula
mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya,
atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak
mengajukan permohonan penetapan harta besama yang digabung dengan
permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan
rekonvensi penetapan harta bersama.

Kedelspan, dalam hal suami tidak mengajukan permohonan
penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin
poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan
harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana
dimaksud dalam keterangan ketujuh di atas, permohonan penetapan

izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima."

. Syarat-syarat Poligami
Syarat poligami dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974
pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

a. Adanya persetujuan dari istri-istri.

B 1bid, 162
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka.

. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri
dan anak-anak mereka.”*

Kesulitan memperoleh izin dari istri pertama, karena pada dasarnya
seorang wanita tidak suka dipoligami, sehingga apabila ada seorang wanita
yang bersedia memberikan izin itu karena keadaan terpaksa dengan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. latidak dapat mencari nafkah sendiri;

b. Karena usianya yang sudah cukup tua, maka tidak ada harapan lagi
untuk kawin lagi dengan orang lain;

c. Ia tidak ingin keluarganya pecah dan demi kepentingan anak-
anaknya."

Mengenai persetujuan dari seorang istri dijelaskan pasal 5 ayat 2
Undang-undang No. | tahun 1974 yang berbunyi:

Persetujuan yang dimaksud dalam pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian,
atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2

(dua) tahun, atsu karena scbab-sebab lainnya yang perlu mendspat
penilaian dari Hakim Pengadilan."®

"4 pasal 5 ayat 1Undang-undang nomor 1 tahun 1974

5 R Soctojo prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesig), 50

' Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974
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Pasal di atas menunjukkan bahwa persetujuan tidak diperlukan jika
seorang istri tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, atau apabila
tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab lain yang perlu
penilaian Hakim. Bila si istri tidak mau memberikan persetujuan kepada
suaminya, maka pengadilan agama menetapkan pemberian izin setelah
memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan
agama, dan terhadap penetapan ini, suami ataupun istri boleh mengadukan
banding.'’

Syarat poligami juga disebutkan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi:

l. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas
hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin
dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari secorang. 4
Pasal 55 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang pria yang ingin
berpoligami hanya diperbolehkan maksimal dengan empat orang istri. Hal
tersebut juga diterangkan dalam firman Allah surat al-Nisa’ ayat 3 yang

berbunyi:

" HM.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengksp,
(Jakarta: Rajawali Press, 2009), 370

*® Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam



mempunyai anak. Istri yang mempunyai anak tidak dapat disamakan dengan
istri yang belum mempunyai anak.”’

Sedangkan apabila secorang muslim ingin berpoligami sedangkan dia
yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan diantara istri-
istrinya dalam kebutuhan materi maka itu adalah dosa di sisi Allah dan wajib
baginya untuk tidak kawin lebih dari seorang istri. Hal ini di dasarkan pada

Sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

£ H 2 A8 ., Yot of e 4T 0 2ma . N2 By, ¥2 2, 3 FE
Lasy Ll a3 ele Lo s o) JUS ol 4 &35 5 J6 foe &g O b of 8

(2929/) olgy) s

Artinya: "Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi
Muhammad SAW bersabda: barang siapa mempunyai dua istri lalu dias
condong kepada salah satunya maka suami itu akan datang di hari kiamat
dalam keadaan sebelah badannya miring. 2

D. Hikmah Poligami
Hikmah diizinkan seorang laki-laki berpoligami antara lain :
1. Untuk mendapatkan keturunan.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun

istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.

% R. Soetojo prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, 48

2! Sunan Abu Dawud , Mualim al Sunah, Jus 3, (Beirut :Dar al Kutub al Iimiyah, 2005), 187
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3.  Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina.

4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di
negara yang jumlah penduduknya wanita lebih banyak daripada laki-
laki.”?

Sedangkan hikmah Nabi Muhammad SAW melakukan poligami
bahkan melebihi dari umatnya antara lain :

Pertama, hikmah Tasyri’yah (pensyari’atan).

Pada masa jahiliyah sudah ada kebiasaan berpoligami  dalam

masyarakat, bahkan jumlahnya tak terbatas. Kemudian setelah islam

datang poligami dibatasi hanya boleh dengan empat wanita saja.

Tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan pada umatnya bahwa

poligami itu hukumnya boleh. Maksudnya, poligami yang dilakukan

oleh Nabi Muhammad SAW semata-mata karena unsur pentashri’an

poligami.

Kedua, hikmah tarbiyah (pendidikan)

Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang itu demi menciptakan

para informan ajaran islam. Artinya, para istri Nabi dididik untuk

dijadikan sebagai sumber informasi bagi umat islam yang ingin

mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan dalam

berkeluarga dan bermasyarakat.

2 Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam T erhadap
Fatwa Kawin Misyar, (Surabaya: Khalista, 2010), 81
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Ketiga, hikmah siyasah (politik).

Salah satu tujuan Nabi Muhammad melakukan poligami adalah
untuk mempersatukan suku-suku bangsa Arab yang sedang terpecah
belah dan menarik mereka supaya masuk islam. Contohnya,
perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Harith, Kepala Suku
Bani Mustaliq.

Keempat, hikmah ijtima’iyah (sosial dan kemanusiaan).

Nabi Muhammad mengawini janda pahlawan islam yang telah lanjut
usia. Hal tersebut dilakukan Nabi bertujuan untuk kepentingan sosial

dan kemanusiaan.?

E. Prosedur Poligami

Suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

Pertamsa, hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya,
maksudnya tidak ada larangan mengenai hal poligami. Islam tidak
melarang seorang suami melakukan poligami, hanya saja Islam
membatasi bagi seorang pria yang ingin melakukan poligami dengan

maksimal empat orang istri.?*

B Ibid, 82
2 pasal 55

ayat | Kompilasi Hukum Islam
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Kedus, harus ada izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama
dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu.
Pemberian izin merupakan salah satu persyaratan yang harus
dipenuhi, karena apabila tidak ada izin dari Pengadilan Agama
poligami tidak dapat dilakukan. Apabila tetap dilakukan, maka tidak
ada keabsahan secara hukum.
Ketiga, pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya dan
pengadilan telah memberi izin. Kehendak untuk berpoligami harus
dilakukan oleh suami dengan cara mengajukan permohonan tertulis
dengan alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat
tinggalnya. Sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 Undang- undang No. 1
tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih
dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada
Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.?®
Sedangkan prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 :
Pertama, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pengajuan
permohonan diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

1975 yang berbunyi: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri

% Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual
Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. | Tahun 1974, (Jakarta: Prestasi Pustaka,
2007), 123-124

% pasal 4 ayat | Undang- undang Nomor 1 tahun 1974
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lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara
tertulis kepada pengadilan”.?’

Kedua, Pemeriksaan oleh Pengadilan Agama. Setelah permohonan
izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian pengadilan

agama memeriksa mengenai :

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami

kawin lagi, ialah :
1) Bahwa istri tidak dspat menjalankan kewajibannya
sebagai istri;
2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan;

3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidak adanya persetujuan lisan maupun tertulis,
persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

¢. Ada atau lidak adanya kemampuan svami untuk menjamin
keperluan  hidup  istri-istri dan  anak-anak, dengan
memperlihatkan:

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang
ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh
Pengadilan.

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
lerhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan
atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan
untuk itu®

Kemudian dalam mekanisme pemeriksaan sebagaimana pasal 41 di
atas Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengarkan istri yang

bersangkutan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 42 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975

27 Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

% Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
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yang berbunyi: “dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal
40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang
bersangkutan” %

Ketentuan waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan
Agama paling lambat adalah 30 hari. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam
pasal 42 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi: “pemeriksaan Pengadilan
untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya”.*

Setelah pemeriksaan selesai, maka Pengadilan Agama akan memberi
putusan berupa izin poligami apabila telah cukup alasan bagi pemohon.
Putusan pengadilan tersebut menjadi dasar bagi pegawai pencatat
perkawinan untuk mencatatkan perkawinan suami yang akan berpoligami.
Sebagaimana tertera dalam pasal 43 dan 44 PP No. 9 tahun 1975 yang
berbunyi:

Pasai 43

Apabila pengadilan berpendspat bahwa cukup alasan bagi pemohon (suami)
untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya
Yyang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang

suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan
seperti yang dimaksud dalam pasal 43,

% pasal 42 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975
3 pasal 42 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975
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Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang
prosedur izin poligami dalam pasal 56 yaitu :
a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendspat izin
dari pengadilan agama.
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat | dilakukan menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 1975.
¢. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedus, ketiga atau keempat
tanpa izip dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekvatan hukum.’’
Sedangkan apabila pegawai negeri sipil pria ingin beristri lebih dari
seorang, maka ia wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pejabat
yang dimaksud adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara, Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik
Negara dan Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah.?
Permintaan izin tersebut diajukan secara tertulis dengan harus
mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk
beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat.
Permintaaan izin itu diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki dan
atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam

lingkungannya, wajib mempertimbangkan dan meneruskannya kepada

*! Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam
% Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
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pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3
bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan itu.*?

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari
Scorang atau untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, wajib
memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam
surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai pegawai negeri
sipil bersangkutan.** Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang
dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka
pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri pegawai negeri sipil
yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat
memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan,
pejabat memanggil pegawai negeri sipil bersangkutan atau bersama-sama
dengan istrinya untuk diberi nasihat.>

Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh
pejabai apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif
dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternatifnya sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 PP No. 10 tahun 1983, yaitu:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri:
b. Istri mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak dspat disembuhkan;

% Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
3 Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
% Pasal 9 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
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c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan,®’
Sedangkan syarat kumulatifnya terdapat dalam pasal 10 ayat 3 PP
No. 10 tahun 1983, yaitu:

a. Ada persetujuan tertulis dari istri;

b. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai pennghasilan
yang cukup untuk membigyai lebih dari seorang istri dan anak-
anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak pennghasilan;

c. Adapun jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan
bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anakn ya’?
Pejabat yang bersangkutan akan memberikan ijin kepada pegawai

negeri sipil tersebut apabila ternyata :
a. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut
oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat komulatif:
c. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

d. Tidak bertentangan dengan akal sehat;

e. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan.’®

F. Alasan- alasan poligami
Seorang suami yang ingin melakukan poligami tidak begitu saja

langsung dapat melakukan poligami, akan tetapi harus ada alasan-alasan

% Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
37 Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
** Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
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yang dibenarkan secara hukum yang berlaku. Pengadilan Agama akan
memberikan izin apabila alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974, Pasal
41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*
Pertama, alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
istri ini memang dibenarkan apabila dikembalikan pada ketentuan pasal 1
Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu
bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh
karena itu, dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai
istri, maka hak-hak suami daiam rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik.
Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan
sebagaimana di atas. Akan tetapi, perlu dicermati dalam menilai istri tidak
dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus
dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri. Sebab ada kemungkinan

istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami

% Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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itu sendiri yang hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajiban
dengan semestinya.* Kewajiban istri terhadap suaminya adalah: pertama,
menggauli suaminya secara layak dan patut. Yang dimaksud dengan
pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal
yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Kedus, memberikan
rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta
dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.
Ketiga, taat dan patut kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh
untuk melakukan perbuatan maksiat. Keempat, menjaga dirinya dan harta
suaminya bila suaminya tidak berada di rumah. Kel/ima, menjauhkan diri dari
segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Keenam, menjauhkan
diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dang suara yang
tidak enak didengar.*'

Kewajiban seorang istri juga dijelaskan dalam Undang-undang nomor 1
tahun 1974 pasai 34 ayat 2 yang berbunyi: “istri wajib mengatur urusan
rumah tangga sebaik-baiknya”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 83 yang berbunyi:

% Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, 20607) 79

“ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesis; Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 163
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1. Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan
batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh
hukum Islam.

2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Sedangkan, kewajiban suami terhadap istri adalah: yang bersifat
materi, yaitu mahar dan nafkah dan yang bersifat non materi adalah
menggauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakaan keadilan diantara
istri-istri apabila menikah lebih dari satu, suami juga wajib menjaga
kehormatan istri dan mengatur hubungan seksual antara suami istri.*

Kedua, alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan ini menurut keterangan dokter memang sukar
disembuhkan. Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan, sebab suami
tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup
bersama dengan seorang istri yang dalam keadaan demikian. Sebaliknya,
menceraikan istri yang demikian di mana seorang istri benar-benar
membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang tidak

manusiawi.

“ pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

“ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004),
184
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Ketiga, alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan harus ada
keterangan dokter atau seorang ahli. Hakim harus mendapatkan keterangan
yang jelas dari dokter apabila alasan ini digunakan sebagai alasan izin
poligami. Karena suami dapat juga mengalami kemandulan, artinya kedua
belah pihak baik suami maupun istri sama-sama mandul. Akan tetapi apabila
ternyata kemandulan ini benar-benar berasal dari pihak istri saja, maka alasan
ini dapat diterima.* Alasan ini dibenarkan dalam ajaran islam karena
mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkav'.rinan.45

Alasan berpoligami lebih ditekankan lagi dalam Pasal 57 Kompilasi
Hukum Islam, yang berbunyi:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri
lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagar Istri;

b. istri mendspat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin
kepada suami yang ingin malakukan poligami apabila terdapat alasan-alasan

yang kuat sebagaimana dalam pasal 57 di atas.

* Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontckstual
Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. | Tahun 1974, 125

4 Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyabh, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 13
4 Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam



G. Hipersex
Hipersex adalah keinginan seks yang tidak kunjung puas, patologis,
dan dorongan seksual yang tinggi.*’
Ciri-ciri orang yang hiperseks antara lain:

Tidak pernah atau jarang merasa puas saat berhubungan seks;

P

b. Tuntutan seks tidak bisa ditunda;
c. Tidak bisa mengontrol keinginan seks;
d. Ingin melampiaskan nafsu seksnya berulang kali tanpa terkendali.®®
Idealnya, Frekuensi hubungan seks yang baik adalah 1-4 kali per
minggu, yang biasanya menurun sesuai dengan bertambah lamanya usia
perkawinan dan proses penuaan. Stres fisik dan stres psikis (misalnya
kelelahan) dapat menurunkan frekuensi hubungan seks pasangan suami istri,
apalagi jika hubungan seks tersebut dilakukan secara monoton, tanpa teknik
dan variasi-variasi yang baru. Di samping itu, perubahan postur tubuh akibat
kegemukan, melahirkan juga dapat mengurangi gairah suami untuk
melakukan hubungan seks.*
Memang, seorang wanita secara kodrati diciptakan berbeda dengan

seorang pria, baik dari segi fungsi maupun fisik. Secara fisik (jasmani)

47 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Bandung: Mandar Maju,
1989), 243

“1bid, 242-243

“Dokter Boyke, “Frekuensi Hubungan Seks Ideal”, dalam  http:/dokter-
boyke.blogspot.com/2011/03/frekuensi-hubungan-seks-ideal.html, (3 Juli 2012).
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wanita diciptakan dengan sosok lebih lemah, feminin, dan lembut daripada
pria, termasuk juga sistem reproduksi biologisnya. Sedangkan seorang pria
mempunyai postur yang perkasa, berotot, dan kuat. Kondisi biologis yang
demikian berpengaruh terhadap perilaku seksual mereka.*

Pengaruh dari faktor seksual yang ada pada pria dan wanita tersebut
menuntut adanya kekuatan dan kesediaan mereka dalam melakukan
hubungan seksual. Pada seorang wanita juga terjadi di mana kesediaannya
sama sekali tidak ada, seperti dalam masa haid, mengandung, melahirkan,
dan nifas. Menurut penelitian medis, seorang pria mempunyai kekuatan
seksual selama dalam kondisi sehat. Artinya, bagi pria kesediaan seksual
tidak mengenal batas umur asalkan kondisi tubuhnya sehat.”’ Mantan Kepala
Pengadilan Banding, Muhammad Ad-Dajawi mengatakan bahwa wewenang
utuk menentukan seorang pria yang Aipersex diperbolehkan berpoligami atau
tidak bukan semata-mata adalah persangkaan hakim, akan tetapi harus ada
keterangan dari istri yang akaan dipoligami, apakah dia bersedia untuk
dipoligami. Jika dibutuhkan, dihadirkan keterangan para dokter yang

berpengalaman.*

%0 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual
Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 59

S Ibid., 60

52 Muhammad Baltaji, 7a’adud Az-zaujatu, terjemahan Afifuddin said, (Solo: Media Insani
Publishing, 2007), 71
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Kemudian, ada kecenderungan umum bahwa dalam hubungan seks
antara suami dan istri yang lebih banyak menikmati hubungan tersebut
adalah suami, sementara pihak istri hanya melayani; soal rasa bagi istri
nomor dua. Sebagian karena takut suaminya marah, sebagian lagi karena
merasa sudah begitulah kodratnya sebagai istri.>

Pada dasarnya hubungan seks bagi wanita merupakan kewajiban atau
hak? Apabila hubungan seks bagi istri adalah hak, mak baginya ada ruang
untuk memilih, apakah akan melakukannya atau tidak, begitu juga ruang
untuk memilih waktu dan caranya. Akan tetapi, jika hanya sebagai
kewajiban, maka baginya hanya ada satu pilihan, yaitu melakukannya hanya
karena suami menghendaki; apakah ia sendiri suka atau tidak. Jika hubungan
seks bagi istri adalah hak, maka peristiwa itu bisa merupakan kenikmatan
baginya. Akan tetapi, apabila semata-mata sebagai kewajiban untuk
melayani suami, bagi istri yang bersangkutan tidak mustahil hubungan seks

akan icbin dirasakan sebagai beban, bahkan derita.”

 Masdar Farid Mas'udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Figih
Pemberdayaan, (Bandung: Mizan, 1997), 105

34 Ibid,, 106



BAB 11

PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo
1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo
Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan suatu Pengadilan tingkat
pertama yang secara struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah
Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum
perdata di Kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B
berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90

Kabupaten Sidoarjo.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari
Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya
dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan

tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera

47
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(Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi

perkara.

3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan
dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani
hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Sidoarjo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut : (a).
Perkawinan, yang terdiri dari: Izin poligami, pencegahan perkawinan,
penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), cerai talak, cerai
gugat, harta bersama, kelalaian atas kewajiban suami istri, penguasaan anak,
nafkah anak, hak-hak mantan istri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan
anak, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal usul

anak, penolakan kawin campuran, isbat nikah, dispensasi kawin, dan wali
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adhol. (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). Shadaqoh, dan (g).

ekonomi syari’ah.”

B. Deskripsi Kasus Izin Poligami Karena Suami Hipersex di Pengadilan Agama
Sidoarjo
Pada perkara nomor: 2307/Pdt. G/2010/PA. Sda di Pengadilan Agama
Sidoarjo berisi tentang permohonan izin poligami karena suami hipersex. Di
mana perkara tersebut menjelaskan tentang dikabulkannya permohonan
Pemohon untuk beristri lebih dari seorang karena suami Aijpersex. Kasus tersebut
terjadi antara Pemohon yang bernama Herman Sugianto bin M. Nasib, umur 33
tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum (Gading
Fajar 1 B4/14 RT. 23 RW. 05 Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober
2010 telah memberikan kuasa kepada Awal Lestari S.H. Advokat yang
berkantor di Urang Agung RT. 18 RW. 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo, melawan Termohon yang bernama Nanik Triana, SE binti Moch. Djuri
, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Perum Gading
Fajar I B4/14 RT. 23 RW. 05 Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran

Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus 26 Oktober 2010 telah

! Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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memberikan kuasa kepada Koeswari, S.H. Advokat berkantor di Perum. Wisma
Tropodo, JI. Kemuning Asri Barat Blok GF/18, Waru, Sidoarjo.2

Awalnya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan
Agama sidoarjo dengan alasan Termohon merasa kewalahan dalam melayani
kebutuhan biologis karena Pemohon mempunyai hasrat seksual/ biologis di atas
rata-rata/ tinggi, kemudian Termohon memberikan jawaban bahwa dirinya tidak
keberatan atas permohonan untuk beristri lebih dari seorang yang diajukan oleh
Pemohon. Calon istri kedua Pemohon bernama Wiwik Indrawati binti Rofi’i,
umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di JI.
Hidayatullah Gg. Lenduri No. 08 Trenggalek Kelurahan Surodakan Kecamatan
Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Kemudian dalam positanya disebutkan bahwa Pemohon dan Termohon
telah menikah pada tanggal 5 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan
kutipan akia nikah No. 242/03/ii/2006. Seteiah meiangsungkan perkawinan
Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di rumah
bersama di Perum Gading Fajar I B4/14 RT. 23 RW. 05 Desa Siwalan Panji
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Selama perkawinan Pemohon dan

Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Rafi Atha Maulana (laki-

? Pengadilan Agama Sidoarjo, Salinan Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda,
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laki) lahir pada tanggal 24 Desember 2006, Aditya Atha Firdaus (laki-laki) lahir
pada tanggal 03 Maret 2010.>

Pemohon juga mencantumkan penghasilan yang nantinya akan menjamin
kehidupan Termohon, istri kedua, dan anak-anaknya. Pemohon mempunyai
penghasilan dari gaji pekerjaan dan usahanya sendiri.

Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusashaan SAVOURY
Distributor dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.476.000,- (terbilang: Empat
juta empat ratus tujuh pulu empat ribu rupiah) per bulan.

Kemudian usaha minuman di City of Tomorrow (CITO) Surabaya di
lokasi LT: First Floor, FO 1 No. 50 dengan pendapatan bersih antara Rp.
3.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,- (terbilang: Tiga juta rupiah sampai dengan
delapan juta rupiah) per bulan. Selain itu juga ia mempunyai 2 (dua) unit stand
handphone di Malang Plaza JI. KH. Agus Salim Malang dan dua unit stand
tersebut disewakan dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (terbilang: Satu juta
dua ratus ribu rupiah) per buian.’

Pemohon (Herman Sugianto bin M. Nasib) dengan berbagai alasannya
tersebut memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan
permohonannya untuk beristri lagi dengan seorang perempuan yang bernama

Wiwik Indrawati binti Rofi’i.

3 Ibid, 2-3
4 Ibid,, 3
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Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya
untuk beristri lagi. Alat bukti tersebut terdiri dari bukti tulis dan bukti saksi
yang perinciannya sebagai berikut.

Bukti tertulis diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sidoarjo
yang berupa : foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon
nomor: 242/03/11/2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo
Kota Surabaya tanggal 05 Maret 2006 (P.1), foto copy KTP atas nama Pemohon
nomor: 12.14.12.120577.0004 dari Camat Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal
05 Mei 2008 (P.2), foto copy KTP atas nama Termohon nomor:
12.14.12.660776.0006 dari Camat Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 05 Mei
2008 (P.3), foto copy KTP atas nama Wiwik Indrawati nomor:
3503116510870001 dari Camat Trenggalek Kabupaten Trenggalek tanggal 23
April 2006 (P.4), foto copy Daftar Penghasilan Pemohon yang diketahui oleh
Kepala Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 27
Septemuer 2010 (P.5), foto copy Dafiar Kekayaan Pemonon yang diketahui oleh
Kepala Desa Siwalan Panji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tanggal 27
September 2010 (P.6), foto copy surat keterangan gaji karyawan atas nama
Pemohon tertanggal 27 september 2010 (P.7), asli surat pernyataan berlaku adil
atas nama Pemohon tertanggal 06 Desember 2010 (P.8), asli surat pernyataan
tidak keberatan dimadu nama Pemohon, Termohon dan Wiwik Indrawati binti

Rofi’i tertanggal 06 Desember 2010 (P.9), foto copy Sertifikat Hak Guna
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Bangunan Nomor 737 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (P.10), foto
copy Pengikatan Jual Beli atas nama Sri Hadiati Agustini (Pihak Penjual) dan
Herman Sugianto (Pihak Pembeli) (P.11), foto copy Surat Pemesanan Rumah
atas nama Pemohon tanggal 17 Juli 2010 (P.12), foto copy BPKB Mobil
Daihatsu atas nama Herman Sugianto No. Polisi W 761 PG (P.13), foto copy
Faktur Pembelian Sepeda Motor Yamaha Vixion atas nama Herman Sugianto
No. Polisi W 6447 ST (P.14), Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda atas nama
Herman Sugianto No. Polisi W 6710 S (P.15), foto copy BPKB Sepeda Motor
Yamaha atas nama Andri Kristianti S.E. No. Polisi L 4342 HC (P.16), foto copy
Nota Pembelian Sepeda Polygon atas nama Herman Sugianto (P.17).5
Kemudian Pemohon mengajukan saksi-saksi ke Pengadilan yaitu
Rofi’i bin Karso, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pranakale Kabupaten Indrogiri, Riau.
dan Edy Purwanto bin H. Saleh, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasia, beriempat tinggai di Keiurahan Puri indah B.l No. 17
Kecamatan Batu Kabupaten Malang.
Rofi’i adalah ayah dari calon istri kedua. Rofi’i mengatakan dalam
persaksiannya bahwa ia mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan
anaknya dan ia tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Pemohon

(Sugianto) karena ia mengetahui bahwa Pemohon mampu menghidupi istri-

5 Ibid,, 5-6
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istri dan anak-anaknya serta mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan
anak-anaknya kelak. Rofi’i juga mengatakan bahwa antara anaknya,
Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah atau saudara
sesusuan, atau sebab hukum yang menghalangi perkawinan.®

Edy Purwanto adalah saudara sepupu Pemohon. Edy Purwanto
mengatakan dalam persaksiannya bahwa saksi mengetahui Pemohon akan
menikah lagi dengan perempuan yang bernama Wiwik Indrawati dan
mengetahui bahwa Wiwik tidak dalam pinangan oleh orang lain. Edy
Purwanto yakin bahwa Pemohon akan mampu menghidupi istri-istri dan
anak-anaknya kelak dan mampu berbuat adil karena Edy Pwrwanto
mengetahui penghasilan dari Pemohon. Kemudian Edy Purwanto juga
menerangkan bahwa antara calon istri Pemohon, Pemohon dan Termohon
tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan, atau sebab hukum yang
menghalangi perkawinan.’

Seteiah meiihat dan mendengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh
Pemohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk
beristri lebih seorang dengan alasan bahwa Termohon kurang mampu

memenuhi kebutuhan biologis karena Pemohon memiliki hasrat seksual yang

tinggi (hipersex).

6 Ibid, 6
7 Ibid, 7
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Adapun dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan
Pemohon dengan memberi ijin kepada Pemohon (Herman Sugianto bin M.
Nasib) untuk beristri lagi dengan seorang perempuan bernama Wiwik
Indrawati binti Rofi’i. Kemudian Majelis Hakim menetapkan harta bersama
antara Pemohon dan Termohon yaitu berupa: tiga rumah yang berada di
Perumahan Gading Fajar I Blok B4-14 Buduran Sidoarjo, Perumahan Pesona
Mutiara Tidar Il Blok CC-12 Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten
Malang, dan Perumahan Permata land No. 32 Tunggul Wulung Malang; satu
buah mobil Daihatsu Terios tahun 2010 atas nama Herman Sugianto dengan
No. Polisi W 761 PG; tiga buah sepeda motor yaitu Yamaha Vixion tahun
2010, Honda Beat tahun 2009, dan Yamaha Jupiter MX tahun 2007; satu
buah sepeda polygon primer 3.0.

Begitu juga Alat-alat elektronik berupa: seperangkat personal
computer (PC), sebuah laptop merk HP, sebuah TV 29” merk LG, sebuah TV
LCD 21" meik Sanyo, sebual lemari es 1 pintu merk LG, sebuah mesin cuci
merk Panasonic, sebuah AC Split merk Sharp.®

Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

8 Ibid, 10-11
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Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari senin tanggal
20 desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1432
Hijriyah. Oleh Kami Dra. Masrifah sebagai Ketua Majelis, Drs, Mutakin dan
Drs. Sriyatin, SH. M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut dan Masfi Handany, SH sebagai panitera pengganti dengan

dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
Dalam Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.

Sebagai Penegak Hukum, Majelis Hakim tidak akan lepas dari dasar
hukum dan pertimbangan yang dipakai dalam memutuskan sebuah perkara,
begitu juga dalam perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tentang izin poligami
yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pertimbangan-pertimbangan dan
dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor:
2307/Pdt.G/PA.Sda tersebut dapat dibahas secara jelas sebagai berikut:

Majelis Hakim mengatakan bahwa perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda.
termasuk wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo dan diajukan sesuai dengan

prosedur peraturan perundangan yang berlaku maka perkara tersebut patut untuk
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diterima. Upaya mediasi juga telah dilakukan oleh mediator Drs. Zainal Aripin
S.H., M.Hum akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.’

Majelis Hakim mengatakan bahwa alasan Pemohon mengajukan
permohonan ijin poligami terhadap Termohon adalah karena Termohon kurang
mampu melayani hubungan biologis secara maksimal karena Pemohon
mempunyai hasrat sex di atas rata-rata, alasan tersebut telah diakui
kebenarannya oleh Termohon sehingga pengakuan ini telah merupakan bukti
sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR. Pasal 174 HIR tersebut berbunyi:
"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim, ysng dilakuksn oleh seseorang
secara pribadi atau dengan perantaraan seorang kuasa yang secara khusus
dikuasakan untuk itu, memberikan suatu bukti yang sempurna’ '’ Hal tersebut
juga didukung oleh jawaban Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan
apabila Pemohon menikah lagi dan juga tidak keberatan untuk dimadu. Begitu
juga calon istri Pemohon telah menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua
Pemohon serta tidak ada hai-hal yang menghaianginya untuk menikah dengan
Pemohon.

Kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam perkara nomor:
2307/Pdt.G/PA.Sda telah memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan

kumulatif mengajukan izin poligami. Persyaratan alternatif dari perkara nomor:

% Ibid, 7
19 pasal 174 HIR
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2307/Pdt.G/PA.Sda tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi: “Istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Alasan yang
bersifat alternatif adalah apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dipenuhi
bagi suami yang mengajukan permohonan poligami, maka dianggap cukup dan
dikabulkannya permohonan tersebut. Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat
(2) huruf ¢ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.'' Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2
() UU No. 1 tahun 1974 sebagai syarat alternatif dalam putusan nomor:
2307/Pdt.G/2010/PA.Sda. Alasan Majelis Hakim adalah bahwa keadaan
Termohon pada waktu itu memang telah mengasuh seorang anak yang baru
berusia sekitar 7 bulan, yang mana masih membutuhkan pengasuhan secara
intensif dari seorang ibu, sehingga fisik termohon terforsir untuk mengasuh
anak.

Selain persyaratan alicinaiif di atas Majelis Hakim juga menjelaskan
persyaratan kumulatif untuk permohonan beristri lebih dari seorang, yang mana
dalam perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tersebut telah sesuai pasal 5 ayat 1
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

a. Adanya persetujuan dari istri-istri.

' Pengadilan Agama Sidoarjo, Salinan Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda, 9
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup

istri-istri dan anak-anak mereka.

¢. Adsanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka.””

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis
Hakim mengatakan bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari
seorang telah memenuhi maksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Undang-undang
No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 57, 58 Kompilasi Hukum Islam."

Majelis Hakim memperkuat pertimbangannya untuk mengabulkan
perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tersebut dengan keterangan Pemohon yang
diperkuat dengan kesaksian para saksi. Karena dari para saksi telah diperoleh
fakta bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya begitu juga di antara istri
Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan mahrom/sesusuan
ataupun semenda begitu juga dengan Termohon, sehingga antara Pemohon
dengai calon istri tersebut tidak ada larangan dan haiangan untuk menikah lagi.
Begitu juga calon istri Pemohon tidak dalam pinangan orang lain."

Dalil hukum dalam al-Quran juga disebutkan oleh Majelis Hakim yaitu

surat An-Nisa’ ayat (3) sebagai berikut:

2 Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974
" Pengadilan Agama Sidoarjo, Salinan Putusan Nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda, 9
14 .

Ibid, 9
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Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dus, tiga,
atau empat, kemudian jika kamu tskut tidak akan dapat
berlaku adil maka kawinlah seorang saja.

Setelah melihat dan memperhatikan dasar hukum dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa
permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi alasan-alasan dan

syarat-syarat untuk berpoligami. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan

bahwa perkara nomor: 2307/Pdt.G/PA.Sda tersebut patut untuk dikabulkan.



BABIV

STUDI ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN PASAL 4 AYAT 2 (C)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 57 (C) KOMPILASI
HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR: 2307/PDT.G/2010/PA.SDA
TENTANG IZIN POLIGAMI

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah memutuskan dengan
mengabulkan permohonan izin poligami karena suami Aipersex, schingga
keluarlah Putusan Nomor: 2307/Pdt. G/2010/PA. Sda yang telah berkekuatan
hukum tetap.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan
pertimbangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami
terhadap Termohon adalah karena Termohon kurang mampu melayani hubungan
biologis secara maksimal karena Pemohon mempunyai hasrat seksual di atas
rata-rata. Kemudian alasan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon.
Sehingga pengakuan ini telah merupakan bukti sempurna, sesuai dengan pasal
174 HIR yang berbunyi:”pengakuan yang dilakukan di muka Hakim, yang
dilakukan oleh seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan seorang kuasa
yang secara khusus dikuasakan untuk itu, memberikan suatu bukti yang

sempurna’.
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Kemudian Termohon dalam jawabannya juga menyatakan tidak
keberatan apabila Pemohon menikah lagi dan juga tidak keberatan untuk
dimadu. Begitu juga calon istri Pemohon telah menyatakan bersedia untuk
dijadikan istri kedua Pemohon serta tidak ada hal-hal yang menghalanginya
untuk menikah dengan Pemohon.

Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah mampu memenuhi
persyaratan kumulatif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 1
Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

4. Adanya persetujuan dari istri-istri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup

istri-istri dan anak-anak mereka.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka.

Jika dilihat dari fakta yang ada, Pemohon telah mendapatkan izin dari
Termohon untuk bensiri iebin dari seorang sebagaimana bukii berupa surat
pernyataan tidak keberatan dimadu nama Pemohon, Termohon dan calon istri
kedua tertanggal 06 Desember 2010 yang ditandai dengan kode P.9. begitu pula
pernyataan secara lisan yang diucapkan oleh Termohon dalam persidangan
bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi.

Pemohon juga yakin akan mampu memberikan nafkah kepada istri-istri

dan anak-anaknya karena dia mempunyai penghasilan yang cukup. Pemohon
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mengatakan bahwa ia bekerja sebagai karyawan di perusahaan SAVOURY
Distributor dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.476.000,- (terbilang: Empat
juta empat ratus tujuh pulu empat ribu rupiah) per bulan. Kemudian usaha
minuman di City of Tomorrow (CITO) Surabaya di lokasi LT: First Floor, FO 1
No. 50 dengan pendapatan bersih antara Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 8.000.000,-
(terbilang: Tiga juta rupiah sampai dengan delapan juta rupiah) per bulan. Selain
itu juga ia mempunyai 2 (dua) unit stand handphone di Malang Plaza JI. KH.
Agus Salim Malang dan dua unit stand tersebut disewakan dengan harga sebesar
Rp. 1.200.000,- (terbilang: Satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Jika melihat penghasilan dari Pemohon, maka tidak diragukan lagi
bahwa Pemohon akan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-
anaknya nanti. Selain itu juga terdapat bukti tertulis berupa surat pernyataan
bahwa Pemohon mampu berbuat adil tertanggal 06 Desember 2010 yang
ditandai dengan kode P.8.

Sebagaimana {ersebui di aitas (elanh jelas bahwa Pemohon telah
memenuhi syarat kumulatif untuk mengajukan izin poligami. Syarat kumulatif
melakukan poligami dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 1
tahun 1974 di atas.

Akan tetapi dari putusan nomor: 2307/Pdt. G/2010/PA. Sda terdapat
kesalahan Majelis Hakim dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan dan

dasar hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa



persyaratan alternatif untuk beristri lebih dari seorang tercantum dalam pasal 4
ayat (2) huruf ¢ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo.
Pasal 57 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “stri tidak dapat
melakirkan keturunan

Pada dasarnya syarat alternatif seorang pria melakukan poligami
terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam yang mana berbunyi:

a. Istri tidak dapat menjsalankan kewajibannya sebagai istri,

b. Isti mendspat cacat badan atau penyakit yang tidsk dapat
disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (¢) UU No. 1 tahun 1974
sebagai syarat alternatif dalam putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.
Alasan Majelis Hakim adalah bahwa keadaan Termohon pada waktu itu
memang iciah mengasun seorang anak yang baru berusia sekitar 7 bulan, yang
mana masih membutuhkan pengasuhan secara intensif dari seorang ibu,
sehingga fisik termohon terforsir untuk mengasuh anak. Meskipun begitu
Termohon telah melayani suaminya dengan segala kemampuan yang
dimilikinya. Selain itu juga Majelis Hakim menemukan fakta yang menjadikan
Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974 dalam

putusan nomor: 2307/Pdt.G/2010/PA.Sda.
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Jika ditelusuri lebih jauh maka akan ditemukan fakta-fakta hukum yang
akan memperjelas perkara izin poligami tersebut. Fakta hukum tersebut dapat
dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pertama, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2
(dua) orang anak, yaitu Rafi Atha Maulana (laki-laki) lahir pada tanggal 24
Desember 2006 dan Aditya Atha Firdaus (laki-laki) lahir pada tanggal 03 Maret
2010. Padahal dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menggunakan pasal 4
ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974 yang mana berbunyi: Zstri tidak dapat
melshirkan keturunan’. Hal ini sangat kontras dengan apa yang ada dalam
kenyataannya yaitu Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 anak laki-laki.
Bahkan, anak kedua dari mereka baru lahir pada tanggal 03 Maret 2010, yang
tidak jauh jangka waktunya dengan pengajuan permohonan poligami pada
tanggal 15 Oktober 2010. Seandainya dihitung umur anak kedua antara
Pemohon dan Termohon sekitar 7 bulan lebih 12 hari pada saat Pemohon
mengajukan izin poiigami tersebut.

Kedua, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan Termohon
merasa kewalahan dalam melayani kebutuhan biologis karena Pemohon
mempunyai hasrat seksual/ biologis di atas rata-rata/ tinggi dan Termohon
membenarkannya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Pemohon memiliki
hasrat seksual yang tinggi. Sehingga Termohon merasa kewalahan dalam

melayani hasrat seksual Pemohon. Akan tetapi, dalam pertimbangannya Hakim
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menggunakan pasal 4 ayat 2 (c) UU No. 1 tahun 1974 sebagai dasar hukum,
sementara dalam permohonannya telah jelas bahwa Pemohon Aipersex
(mempunyai hasrat seksual/ biologis di atas rata-rata/ tinggi) sehingga
Termohon kewalahan dalam melayani kebutuhan seks Pemohon.

Begitu juga dalam pembuktiannya tidak dijelaskan secara detail. Apabila
Hakim menggunakan dasar hukum pasal 4 ayat 2 (¢) UU No. 1 tahun 1974,
maka diperlukan adanya keterangan dokter atau seorang ahli. Hakim harus
mendapatkan keterangan yang jelas dari dokter apabila alasan istri tidak dapat
melahirkan keturunan digunakan sebagai alasan izin poligami. Karena suami
dapat juga mengalami kemandulan, artinya kedua belah pihak baik suami
maupun istri sama-sama mandul. Akan tetapi apabila ternyata kemandulan ini
benar-benar berasal dari pihak istri saja, maka alasan ini dapat diterima. Pada
kenyataannya, dalam perkara ini tidak ada keterangan dokter atau seorang ahli
yang mana berguna untuk dijadikan sebagai bukti tentang mandul atau tidaknya
seorang istri.

Perkara izin poligami merupakan permasalahan yang sensitif. Sehingga
diperlukan kehati-hatian dalam memutuskan perkara tersebut. izin poligami juga
mudah untuk diajukan ke Pengadilan karena banyak persyaratan yang harus
dipenuhi. Pada dasarnya poligami perkawinan di Indonesia menganut asas
monogami. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Pada asasnya dalam suatu perkawinan
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seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami’. Akan tetapi dalam keadaan tertentu masih
dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari satu sepanjang syarat-syarat yang
ditetapkan oleh perundang-undangan terpenuhi. Pasal 3 ayat 2 Undang-undang
No. 1 tahun 1974 menyebutkan secara jelas bahwa poligami diperbolehkan
diajukan di Pengadilan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketiga, pengakuan Termohon dalam persidangan bahwa Termohon
kurang mampu melayani hubungan biologis secara maksimal karena Pemohon
mempunyai hasrat seksual di atas rata-rata. Pengakuan tersebut dijadikan
sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan bahwa
pengakuan Termohon tersebut telah sesuai dengan pasal 174 HIR yang
menyatakan bahwa pengakuan Termohon merupakan bukti yang sempurna.

Jika ditelisik lebih jauh, maka akan dapat ditemukan bahwa pengakuan
yang dilakukan oleh Termohon adalah pengakuan bahwa Termohon kurang
mampu melayani hubungan biologis secara maksimal karena Pemohon
mempunyai hasrat seksual di atas rata-rata atau tinggi, bukan pengakuan
tentang Termohon tidak dapat melahirkan keturunan.

Penulis lebih sepakat apabila Majelis Hakim menggunakan pasal 4 ayat 2
(a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (a) Kompilasi Hukum
Islam yang mengatakan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk menikah lagi

apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bukan pasal 4
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ayat 2 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (c) Kompilasi
Hukum Islam yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal tersebut
disebabkan karena Termohon masih dapat melahirkan keturunan meskipun pada
saat ini kandungannya belum siap untuk mengandung anak lagi.

Pasal 4 ayat 2 (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57 (a)
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: ‘istri tidak dapat menjalankan
kewsgjibannya sebagai istri”. Seorang istri yang tidak dapat melaksanakan
kewajibannya sebagai istri, maka hak-hak suami dalam rumah tangga tidak
terpenuhi dengan baik. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya meliputi:
pertama, menggauli suaminya secara layak dan patut. Yang dimaksud dengan
pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal
yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Kedua, memberikan rasa
tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan
kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. Ketiga, taat
dan patut kepada suaminya seiama suaminya tidak menyuruh untuk meiakukan
perbuatan maksiat. Keempat, menjaga dirinya dan harta suaminya bila suaminya
tidak berada di rumah. Kelima, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang
tidak disenangi oleh suaminya. Keenam, menjauhkan diri dari memperlihatkan
muka yang tidak enak dipandang dang suara yang tidak enak didengar.'

Sebagaimana dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa

' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 163
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kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan
menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya.

Bahwa kewajiban seorang istri adalah memenuhi kebutuhan lahir dan
batin kepada suami, yang salah satunya adalah memenuhi kebutuhan seksual
suaminya. Pasal 4 ayat 2 (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 57
(a) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan apa yang dipaparkan di atas, bahwa
pada kenyataannya Termohon kurang mampu dalam melayani kebutuhan
seksual Pemohon, yang mana memenuhi kebutuhan seksual suami merupakan
salah satu kewajiban seorang istri. Hal tersebut juga didukung dengan adanya
faktor seksual yang ada pada pria dan wanita. Faktor seksual menuntut adanya
kekuatan dan kesediaan mereka dalam melakukan hubungan seksual. Pada
waktu-waktu tertentu seorang wanita tidak mempunyai kemampuan dalam
melayani kebutuhan seksual suami. Hal ini disebabkan karena keadaan seorang
istri tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual seperti dalam

masa haid, mengandung, melahirkan, dan nifas.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari berbagai uraian putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor
2307/Pdt.G/2010/PA. Sda tentang izin poligami karena suami Aipersex dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan 2307/Pdt.G/2010/PA. Sda merupakan permohonan izin poligami
di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan Termohon merasa
kewalahan dalam melayani kebutuhan biologis karena Pemohon
mempunyai hasrat seksual/ biologis di atas rata-rata/ tinggi. Kemudian
Majelis Hakim mengabulkannya dengan menggunakan dasar hukum pasal
4 ayat (2) huruf ¢ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan Jo. Pasal 57 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
“istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

2. Majelis Hakim mengabulkan perkara izin poligami nomor:
2307/Pdt.G/PA.Sda dengan alasan bahwa dalam perkara izin poligami
tersebut telah memenuhi persyaratan alternatif dan persyaratan kumulatif
mengajukan izin poligami. Persyaratan alternatif dari perkara nomor:
2307/Pdt.G/PA.Sda tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf ¢ Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 57 huruf c
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